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Abstrak
Permasalahan yang akan dibahas disini mengenai jual beli apartemen, kasus bermula saat penjual memberikan penawaran dan janji pembangunan proyek Apartemen 45 Antasari. Namun pembangunan terhenti tanpa alasan yang jelas. Padahal informasi tersebut merupakan hak pembeli dan penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen. Namun penjual merasa telah memberikan informasi yang diminta penjual dan pembangunan tersebut karena keaadaan memaksa (force majeure) sehingga tidak dapat dihindari. Penelitian ini memiliki isu hukum kekaburan norma dalam putusan nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel karena tergugat menunda pembangunan Apartemen 45 Antasari dengan alasan force majeure atau keadaan memaksa  namun tanpa ada jangka waktu yang jelas, tentunya hal tersebut merugikan bagi pihak penggugat. Metode yang digunakan metode interpretasi analogi bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim pada putusan 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel dan memahami akibat hukum bagi para pihak. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah hakim menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tergugat tidak memberikan penjelasan terhentinya pembangunan apartemen yang mana hal tersebut merupakan kewajiban tergugat selaku penjual seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini diperkuat dengan teori hoge raad bahwa perbuatan tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnnya sendiri (rechtsplitcht) karena para tergugat tmelanggar kewajibannya yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi apartemen.
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Abstract

The issue that will be discussed here is regarding the sale and purchase of an apartment, the case began when the seller made an offer and promised to build the 45 Antasari Apartment project. However, construction has stopped for no apparent reason. Even though this information is the right of the buyer and the seller should provide clear information as described in Article 4 and Article 7 of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. However, the seller feels that he has provided the information requested by the seller and the development is due to force majeure so that it cannot be avoided. This research has a legal issue of norm obscurity in decision number 92 / PDT.G / 2017 / PN.Jkt.Sel because the defendant postponed the construction of the 45 Antasari apartment on the grounds of force majeure or forceful circumstances but without a clear period, of course, this is detrimental to the plaintiff. The method used by the analogy interpretation method aims to know and understand the basis for the judges' considerations in the decision 92 / PDT.G / 2017 / PN.Jkt.Sel and understand the legal consequences for the parties. Then the method used in this research is normative juridical using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The research was conducted using primary and secondary sources of legal materials. The result of the research in this thesis is that the judge stated that the defendant committed an illegal act because the defendant did not provide an explanation for the cessation of the apartment construction, which is the responsibility of the defendant as the seller as described in article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This is reinforced by the hoge raad theory that the defendant's actions are contrary to his own legal obligations (rechtsplitcht) because the defendants violated their obligations, namely providing true, clear and honest information about the condition of the apartment.
Keywords: Decision, Buying And Selling , Act Against The Law.
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat berdasarkan dengan jumlah penduduk sebesar 260.580.739 orang.(Gedeon 2019). Dari tahun ketahun pertambahan penduduk terus bertambah, dengan bertambahnya jumlah penduduk juga menyebabkan kebutuhan dasar manusia meningkat. Salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam bidang papan atau tempat tinggal (rumah).
Rumah sudah menjadi kebutuhan yang penting dan tidak terpisahkan bagi hidup manusia, rumah sudah masuk dalam sebuah lingkar kebutuhan pokok bagi setiap manusia yang harus dimiliki. Sebagai salah satu kebutuhan primer yang penting bagi hidup manusia, rumah sangat penting sebagai tempat berlindung seorang untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu rumah tidak lagi hanya sekedar menjadi tempat berlindung, namun sudah menjadi banyak pengaruh dalam bagian kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, rumah berkembang menjadi sebuah identitas bagi pemiliknya. 
Dewasa ini perkembangan dalam dunia bisnis meningkat semakin pesat di dalam negeri maupun di luar negeri.  Perkembangan yang pesat, pengusaha-pengusaha sudah memiliki cara tersendiri untuk mengembangkan bisnisnya dengan baik. Hal tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh dunia bisnis. Mereka yang melihat ada kesempatan yang baik untuk membangun perusahaan-perusahaan mulai memberikan tawaran bagi masyarakat seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pengadaan perumahan ini dapat dinikmati oleh semua kalangan dari masyarakat kalangan atas sampai masyarakat kalangan bawah (Tri 2017).
Perumahan merupakan kebutuhan dasar di samping sandang dan pangan, seperti yang sudah 
dijelaskan diatas oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan atas meningkatnya permintaan perumahan oleh masyarakat bersamaan dengan pertambahaan penduduk yang padat  di perlukan perencanaan dan penanganan yang baik di sertai dengan dana dan daya yang ada pada masyarakat. Pada dasarnya pembangunan perumahan merupakan tanggung jawab dari masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut, serta menciptakan suatu wadah yang memadai bagi usaha swasta di bidang perumahan. Dengan meningkatnya potensi usaha swasta serta peningkatan dana dan daya masyarakat maka partisipasi masyarakat akan berdaya guna dan berhasil guna.
Saat ini di kota-kota besar banyak bermunculan hunian bertingkat yang biasa disebut rumah susun atau apartemen. Rumah susun komersial merupakan rumah susun yang paling diminati masyarakat karena berbagai fasilitas yang ada, sehingga pihak pengembang melihat ada kesempatan untuk melakukan berbagai penawaran menarik seperti promo yang ada dan potongan harga yang lebih besar dari pada saat membeli setelah rumah susun tersebut telah selesai di bangun sehingga transaksi jual beli rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penawaran pihak pengembang yang dilakukan di pameran pusat perbelanjaan. Tidak sedikit pembeli yang melakukan transaksi pada saat rumah susun dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan jual beli satuan rumah susun yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu unit yang akan di beli, kemudian dituangkan dalam perjanjian perikatan jual beli. Hal ini bertujuan untuk mengamakankan kepentingan penjual (perusahaan pembangunan perumahan dan pemukiman). 
Hal yang akan dibahas disini adalah mengenai jual beli apartemen yang dilakukan antara saudara Antoni dan saudara Raoda selaku calon penghuni dengan PT Prospek Duta Sukses dan PT Cowell Development selaku developer berdasar putusan Nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel.
Permasalahan dimulai ketika pembangunan Apartemen 45 Antasari terhenti tanpa ada informasi yang jelas antara saudara Antoni Bangun dan saudara Raodah selaku pembeli atau penggugat dengan PT Prospek Duta Sukses dan PT Cowell Development selaku penjual atau tergugat. Tidak adanya penjelasan atas terhentinya pelaksanaan pembangunan apartemen tersebut, Penggugat I telah berulang kali mempertanyakan hal tersebut namun selalu tidak mendapat penjelasan yang memadai.
Bahwa di samping tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap ternyata Para Tergugat sejak awal telah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan dengan menyatakan telah memiliki perizinan yang lengkap untuk pembangunan Apartemen Antasari 45, karena ternyata Tergugat I belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di samping itu Para Tergugat juga tidak bersikap transparan terkait dengan bukti kepemilikan terhadap obyek tanah tempat dibangunnya apartemen tersebut. Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan merupakan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan antara lain : Pelanggaran atas Pasal 28 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Pelanggaran atas Pasal 4 dan Pasal 7 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan, maka perbuatan Para Tergugat yang merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Para Tergugat wajib untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik materiil maupun immateriil. Demikian penelitian ini menimbulkan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim pada putusan 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel dan memahami akibat hukum bagi para pihak. Kajian teoritik penelitian Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 92/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Penghentian Sepihak Proses Pembangunan Apartemen Antasari 45 Jakarta Selatan berkaitan dengan rumah susun, perjanjian, konsumen dan pelaku usaha, perbuatan melawan hukum, wanprestasi, keadaan memaksa, sita jaminan, uang paksa, putusan hakim.
METODE  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum yuridis  normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi(Marzuki 2011). Tujuan dari penelitian yuridis normatif adalah guna menjawab isu hukum yang disajikan dalam  penelitian hukum secara normatif, yang diperlukan adalah pemahaman terhadap isu hukum tersebut melalui pendekatan yang ada dalam metode penelitian yuridis normatif, dimana isu hukum penelitian adalah tentang kekaburan norma yang terkandung dalam putusan nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif.
Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan penelitian hukum terdiri dari pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) (Marzuki 2005). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan, pendekatan kenseptual.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain KUHPerdata, Herzien Inlandsch Reglement,UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban, Peraturan gubernur DKI Nomor 88 Tahun 2008 Tentang Peluncuran (Launching), Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975, Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, Surat Pesanan No. 2526 dengan Unit B 2717 atas nama Penggugat I (Antoni Bangun, S.H.) dan Surat Pesanan No. 2527 untuk Unit 2716 atas nama Penggugat II (Raoda U. Asipa).Putusan Nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel.Sedangkanbahanhukumsekunderpenelitiandiperolehdarisemua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yaitu buku bacaan atau buku ilmiah, kamus hukum, jurnal dan literatur online, hasil penelitian, dan doktrin para ahli hukum (Fajar and Yulianto 2010).
Metode pengumpulan Bahan hukum primer dan sekunder akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian (Marzuki 2011). Selanjutnya akan diambil pengertian pokok, kaidah hukum, teori, asas-asas maupun pernyataan yang terkait dengan penelitian yang ada dalam bahan hukum primer dan sekunder kemudian akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses penelitian.
Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis tentu hal tersebut dilakukan secara logis dalam artian saling berkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lain guna mendapatkan gambaran umum dari penelitian. Penelitian ini untuk memperoleh sumber hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan secara sistematis yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses penghentian sepihak pembangunan apartemen.
Langkah selanjutnya setelah pengumpulan bahan hukum adalah menganalisis bahan hukum.Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif yaitu memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau yang seyogyanya sesuai dengan isu hukum yang di teleliti terkait putusan nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel.
PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Ratio Decidendi) Dalam Putusan Nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel
Hakim pengadilan negeri Jakarta selatan dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara antara saudara Antoni dan saudara Raodah selaku penggugat dengan PT Prospek Duta Sukses dan PT Cowell Development selaku tergugat menimbang bahwa tergugat tidak memberikan penjelasan terhentinya pembangunan Apartemen 45 Antasari kepada para penggugat.Berdasarkan hal tersebut saya setuju hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun gugatan yang diajukan berlandaskan suatu perjanjian jual beli apartemen antara penggugat dan tergugat namun bukan berarti gugatan penggugat merupakan wanprestasi. Wanprestasi hanya salah satu bentuk suatu perikatan , selain dari perbuatan melawan hukum. 
Perikatan menurut Pasal 1234 KUHPerdata bertujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata suatu perikatan terjadi karena ada persetujuan atau undang-undang.
Wanprestasi merupakan akibat dari tidak dijalakannya suatu kewajiban atau dilakukannya suatu larangan dari suatu perikatan yang terjadi karena adanya persetujuan atau perjanjian (Rusli 2016). Sedangkan perbuatan melawan hukum merupakan akibat dari tidak dijalankannya suatu kewajiban atau dilakukannya suatu larang dari peraturan undang-undang yang berlaku, baik kewajiban atau larangan dari undang-undang yang merupakan akibat dari suatu perbuatan yang halal atau perbuatan yang melanggar hukum.Berkaitan dengan kasus ini gugatan yang diajukan penggugat adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut bertentangan dengan undang-undang karena tergugat tidak memberikan informasi terhentinnya pembangunan apartemen yang hal tersebut merupakan hak dari penggugat.
Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum dari pelaku, dimana hak dan kewajiban tersebut diatur dalam undang-undang. Selain itu perbuatan melawan hukum dalam arti luas bukan hanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang tidak tertulis. Berkaitan dengan kasus ini, perbuatan yang membuat para tergugat dianggap melakukan perbuatan ialah tidak memberikan informasi terhentinnya pembanguan apartemen. Walaupun hak milik tersebut belum berpindah ke tangan pembeli seharusnya penjual memiliki itikad baik untuk memberitahukan bahwa pembangunan apartemen tersebut terhenti. Karena hal tersebut merupakan hak dari para penggugat.
Jika dianalisis berdasarkan Putusan Hoge Raad Negeri Belanda Tanggal 31 Januari Tahun 1919,perbuatan tergugat dapat dianalisis sebagai berikut: (Fuady 2002). Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Hak Orang Lain (Inbreak Op Eens Anders Recht) Hak yang dilanggar adalah hak untuk mendapat informasi tentang pembangunan apartemen. Hak Penggugat diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Kewajiban pelaku usaha juga di atur dalam Undang-Undang yang sama Pasal 7 huruf b menyatakan bahwa memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Bahwa tergugat tidak memberikan informasi yang jelas terkait terhentinya pembangunan apartemen, maka para tergugat sebagai penjual telah melanggar hak penggugat untuk mendapat informasi atas pembangunan apartemen tersebut.
Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukumnnya Sendiri (Recht Splitcht). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya para tergugat sebagai penjual telah melanggar kewajibannya dan melanggar hak para tergugat yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b, kewajiban tersebut adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi apartemen dan hak yang dilanggar adalah tidak memberikan informasi terhentinya pembangunan apartemen kepada para penggugat.
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Perbuatan para tergugat yang tidak memberikan informasi terhentinya pembangunan apartemen bahkan terkesan menutupi informasi dan menghindar saat diminta informasi merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagai hukum yang tidak tertulis di masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (Zorgouldigheid). Perbuatan para tergugat yang tidak memberikan informasi terhentinya pembangunan apartemen dan bahkan terkesan menutupi ketika diminta informasi oleh penggugat, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.hal tersebut karena dalam masyarakat sudah seharusnya pembeli mendapatkan informasi atas apa yang dibayar dan juga sudah seharusnya penjual memberikan informasi barang yang dijual.
Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa:“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”Berdasarkan bunyi pasal tersebut dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tidak harus ada hubungan kontraktual antara para pihak.Dalam kaitanya dengan kasus ini terdapat hubungan kontraktual antara penggugat selaku pembeli dengan tergugat selaku penjual.
Berdasarkan teori Hoffman makan perbuatan tergugat dapat dianalisis sebagai berikut: Unsur ada yang melakukan perbuatan (er moet eendaad zjin verricht) Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah para tergugat yaitu PT Duta Sukses sebagai tergugat I dan PT Cowell Development sebagai tergugat II. Unsur perbuatan yang melawan hukum (die daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht).Perbuatan yang dilakukan para tergugat yaitu tidak memberikan informasi terhentinya pembangunan Apartemen 45 Antasari dan terkesan menutupi informasi saat diminta oleh penggugat. Hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana hal tersebut melanggar ketentuan undang-undang dan perbuatan melawan hukum.

Unsur perbuatan menimbulkan kerugian pada orang lain (de daad moen aan een ander schade heb bentoege bracht) Perbuatan para tergugat yang tidak memberikan informasi terhentinya pembangunan Apartemen 45 Antasari dan menutupi informasi yang di minta penggugat merupakan perbuatan yang merugikan penggugat karena penggugat telah membayar uang muka atau down payment pada tergugat di samping itu mengakibatkan kerugian immaterial berupa telah terganggu para penggugat dari segi telah terbuangnya waktu secara percuma, biaya maupun pemikiran serta perasaan yang tidak enak untuk mengurus masalah tersebut.Unsur yang timbul karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya  (de daad moet aan schuld zijin te witjen). Perbuatan tergugat yang tidak memberikan informasi terhenti proses pembangunan Apartemen 45 Antasari timbul akibat kesalahan para tergugat yang menutupi informasi tentang pembangunan Apartemen 45 Antasari.
Perbuatan melawan hukum menurut Munir Fuady dikategorikan menjadi 3 (tiga), antara lain: (Fuady 2002). Perbuatan melawan hukum yang timbul akibat kesengajaan (sengaja tidak melakukan hal yang diwajibkan hukum hukum), Perbuatan melawan hukum yang timbul tanpa kesalahan (tanpa unsur kelalaian ataupun kesengajaan), Perbuatan melawan hukum yang timbul akibat kelalaian (tidak melakukan hal yang seharusnya ia lakukan) berdasarkan ketiga kategori tersebut perbuatan tergugat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang timbul akibat kelalaian. 
Para tergugat dalam perkara ini tidak melakukan hal yang diwajibkan oleh hukum dan tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Perbuatan para tergugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang timbul akibat kelalaian karena memenuhi unsur pokok sebagai berikut: ada perbuatan yang mengabaikan  sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tergugat yaitu tidak memberikan informasi terhentinya pembangunan Apartemen 45 Antasari. Bahkan saat penggugat meminta informasi kepemilikan lahan para tergugat berdalih informasi tersebut merupakan rahasia perusahaan, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan serta bertentangan dengan kewajibannya tergugat selaku penjual.
Unsur pokok yang kedua ada kewajiban kehatian–hatian (duty of care) dan kewajiban tersebut tidak dijalankan. Dalam hal ini kewajiban kehati-hatian yang dimiliki penjual tercantum pada Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut pasal tersebut kewajiban pelaku usaha disini adalah penjual atau tergugat memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan. Para tergugat dalam perkara ini tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi tentang pembangunan Apartemen 45 Antasari. Hal tersebut dapat dilihat ketika penggugat meminta informasi terkait terhentinya pembangunan namun pihak tergugat terkesan menutupi informasi. Tindakan tergugat membuat penggugat tidak merasa nyaman karena telah membayar angsuran dan uang muka dalam jumlah yang cukup besar.
Unsur yang ketiga ada kerugian bagi pihak lain. Kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat dialami oleh penggugat yaitu kerugian materil sejumlah uang yang telah dibayarkan dan kerugian immaterial berupa terganggunya waktu secara percuma untuk pengurusan masalah tersebut. Unsur yang keempat ada hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan kerugian bagi penggugat. Permasalahan dalam gugatan ini disebabkan oleh tergugat yang tidak memberikan informasi atas terhentinya pembangunan Apartemen 45 Antasari dan mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat.
Alasan tergugat yang mengatakan bahwa pembangunan tersebut terhenti karena keadaan memaksa (force majeure) menurut penulis tidak tepat dan menurut pendapat Subekti mengakatan:“Debitur menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan (Soemadipradja 2010). Dengan kata lain hal yang tidak terlaksananya suatu perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Dalam kasus itu menurut penulis penjual tersebut lalai karena pemerintah pada saat akan membangun jalan tol pasti sudah memiliki master plan dapat dikatakan bahwa penjual tidak mengetahui hal tersebut yang mengakibatkan sebagian lahan tersebut digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Berdasarkan putusan hakim nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel penulis setuju dengan putusan hakim yang tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menyatakan sah dan telah berakhirnya surat pemesanan jual beli Apartemen 45 Antasari  karena sudah tidak mungkin lagi terlaksana pembangunan apartemen secara tepat waktu. Selain itu sudah banyak kerugian yang sudah diterima tergugat selaku pembeli seperti hilangnya waktu untuk mengurus permasalahan ini dan pelanggaran atas hak untuk mendapatkan informasi tentang apartemen yang selalu ditutupi oleh tergugat selaku penjual yang tentunya hal tersebut dapat menimbulkan masalah kedepannya.
Pertimbangan Hukum Mengenai Sita Jaminan Hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menyatakan :“Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidakpernah dilakukan sita jaminan maka terhadap tuntutan Para Penggugat pada angka 6 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset ParaTergugat berupa tanah yang terletak di Jl. Pangeran Antasari No. 45 RT. 018 RW.001 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan harus ditolak;”

Secara umum sita jaminan dibagi menjadi dua yaitu sita terhadap barang tergugat (conservatoir beslag) dan sita terhadap barang milik penggugat (revindicatoir beslag) (Sutantiyo and Oeripkartawinata 2009). Pada perkara ini penggugat meminta dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat penggugat meminta sita terhadap barang tidak bergerak milik tergugat, dimana dalam hal ini barang tidak bergerak yang dimaksud adalah tanah objek sengketa.

Berdasarkan tuntutan penggugat yang meminta untuk dilakukan sita jaminan berupa conservatoir beslag berupa tanah objek sengketa kurang tepat. Hal tersebut karena permohonan tersebutmelanggar ketentuan Pasal 227 HIR, yang mengatur bahwa peletakan sitajaminan harus didasarkan antara lain kepada persangkaan yang beralasan dan dugaan Tergugat akan menggelapkan atau menjauhkan barang-barang yang dimohonkan sita jaminan dari Penggugat. Dalam perkara a quo, Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya dugaan yangberalasan bahwa dalam hal ini Tergugat I akan menggelapkan obyek yang dimohonkan sita jaminan (in casu tanah di Jl. Pangeran Antasari RT.018/001, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan yang dikenalsebagai Apartemen 45Antasari milik dari Tergugat I);

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei1984, telah secara tegas menyatakan bahwa conservatoir beslag yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkanmenurut hukum. Selain itu penerapan lembaga sita jaminan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran No. 05 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975, telah menghimbau agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan tidak boleh mengabaikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 227 HIR. Kaitannya pada perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan maka tuntutan para penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset tergugat ditolak kerena tidak memenuhi syarat.
Pertimbangan Hukum Mengenai Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom). Majelis hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menyatakan:“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan. Para Penggugat yang menuntu tagar Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh jutarupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran atas ganti rugi baik materil maupun immateriil kepada Para Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan Para Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas ternyatatelah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka tuntutan Para Penggugatdalam petitum angka 7 haruslah ditolak juga;

Uang paksa (dwangsom) adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada para tergugat yang ditetapkan atau uang yang dapat diminta oleh penggugat terhadap tergugat dalam suatu gugatan.Uang paksa hanya dapat diberikan jika isi putusan menghukum (Yasin 2019). Selain itu menurut yurisprudensi mahkamah agung ri nomor: 791K/SIP/1972 menyatakan bahwa uang paksa tidak bisa dituntut bersamaan dengan tuntutan untuk membayar sejumlah uang (Rohani 2010).

Pada perkara ini hakim telah menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk mengganti kerugian dengan mengembalikan uang kepada Penggugat I sebesar Rp.162.912.497.- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp.215.815.621.- (dua ratus lima belas juta delapan ratus limabelas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Oleh karena itu tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar para tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh jutarupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran atas ganti rugi baik materil maupun immateriil kepada para penggugat tidak dapat dikabulkan karena tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Permasalahan dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucap di muka persdidangan bertujuan untuk memberi solusi dalam rangka menyelesaikan perkara.Putusan hakim berkekuatan hukum tetap (inkrach) oleh karena itu hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Setelah itu maka akan dilakukan analisis secara lebih lanjut dengan menggunakan asas-asas yang berkaitan dengan dengan putusan sebagai berikut : Asas putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Pada perkara ini hakim telah menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup dengan memuat alasan dan dasar putusan yang meliputi pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dari sumber hukum tidak tertulis.

Asas hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Pada perkara ini hakim sudah menjatuhkan putusan sesuai tuntutan yang di minta penggugat, karena jika hakim mengabulkan tuntutan yang tidak diminta walaupun dengan itikad baik maka putusan tersebut dinyatakan cacat.Hakim yang mengabulkan melebihi posita telah melampaui wewenangnya.

Asas putusan diucapkan di muka umum. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari Kamis 16 November 2017. Asas hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Pada perkara ini hakim telah mengadili seluruh bagian gugatan penggugat, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun yang berkaitan dengan pertimbangan secara hukumnya. Berdasarkan penjelasan terhadap seluruh analisis diatas, maka dapat di simpulkan bahwa sesungguhnya tidak ada masalah pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel. 
Permasalahan yang terjadi ketika tergugat tidak memberikan informasi terkait penghentian pembangunan Apartemen 45 Antasari dan seakan-akan menutupi informasi yang diminta dan tergugat beralasan bahwa pembangunan tersebut terhenti karena keadaan memaksa. Informasi yang tidak diberikan tergugat tersebut merupakan hak dari penggugat selaku pembeli yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c dan juga kewajiban bagi tergugat selaku penjual untuk memberikan informasi tersebut. Namun penggugat berdalih telah  memberikan informasi pembangunan apartemen yang terhenti karena keadaan memaksa hanya saja penggugat belum bisa mengerti hingga akhirnya penggugat mengajukan gugatan.
Berdasarkan analisis penulis perbuatan dari tergugat yang menunda pembangunan dengan alasan  force majeure tidak tepat karena peristiwa tersebut dapat diduga dan dapat dihindari serta hal tersebut karena kelalaian dari tergugat dan karena bukan termasuk dalam keaadaan memaksa maka tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat. Untuk memperjelas penulis menggunakan metode interpretasi analogi yaitu penafsiran pada suatu aturan dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut  sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan peraturan tersebut.

Berdasarkan surat pesanan unit apartemen akan diserahkan pada tanggal 17 Oktober 2017 jadi jika dianalisis menggunakan metode interpretasi analogi maka penundaan pembangunan Apartemen 45 Antasari hanya boleh ditunda sebelum tanggal 17 Oktober 2017 dan harus selesai pembangunan serta serah terima unit pada tanggal 17 Oktober 2017 yang tertulis pada surat pesanan nomor 2526 atas nama penggugat 1 (Antoni Bangun) dan surat pesanan nomor 2527 atas nama penggugat 2 (Raoda U. Asipa). Kata “penundaan” sebenarnya tidak memiliki arti karena menurut penulis pembangunan tidak tertunda karena  force majeure oleh karena itu tergugat tidak boleh menunda pembangunan dan harus menyelesaikan pembangunan serta serah terima unit Apartemen 45 Antasari pada tanggal 17 Oktober 2017 sesuai dengan perjanjian yang ada dalam surat pesanan.
Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel Bagi Para Pihak
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Akibat putusan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel bagi para pihak yaitu saudara Antoni dan saudara Raodah dengan PT Duta Sukses dan PT Cowell Development antara lain:
a. Berakhirnya Kontrak Perjanjian Atau Surat Pemesanan Unit Apartemen 45 Antasari
Secara umum berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak.Berakhirnya perjanjian diatur di dalam Bab XII Buku III KUHPerdata. Di dalam Pasal 1381 KUHPerdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perjanjian, yaitu:(Tampubolon 2018)
1) Pembayaranyaitu berupa pelunasan utang (uang, jasa, barang) atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur.

2) Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipanhapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun ditolak kreditur, maka kreditur bisa menitipkan melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat, kemudian pengadilan tersebut yang akan meneruskan pembayaran kepada kreditur.

3) Pembaharuan utang (novasi) yaitu perjanjian yang sudah ada dihapuskan untuk membuat perjanjian yang baru.
4) Perjumpaan utang atau kompensasi yaitu penghapusan utang masing-masing dengan cara saling memperhitungkan utang yang dapat ditagih secara timba balik.

5) Percampuran utangadalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu.Contohnya seperti perkawinan.

6) Pembebasan hutang yaitu pernyataan sepihak oleh kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utangnya.

7) Musnahnya barang yang terutang yaitu perikatan hapus dengan musnahnya barang yang menjadi prestasi.

8) Batal atau pembatalan maksudnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila salah satu pihak belum cakap hukum.

9) Berlakunya suatu syarat batal yaitu perjanjian yang dibuat bertentangan dengan hukum hukum yang berlaku maka perjajian tersebut batal demi hukum.

10) Daluarsa atau lewatnya waktu yaitu hapusnya perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Dalam perkara ini perjanjian antara penggugat dan tergugat dibatalkan karena melanggar syarat subjetif pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan karena tergugat menutupi informasi yang diminta oleh penggugat, disamping tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap ternyata para tergugat sejak awal telah memberikan infromasi yang tidak benar dan menyesatkan. Perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan merupakan pelanggaran atas ketentuan undang-undang yaitu: Pelanggaran atas Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perjanjian dapat dibatalkan dan sesuai dengan putusan hakim yang menyatakan berakhir dan sudah tidak berlaku kontrak perjanjian atau surat pemesanan unit Apartemen 45 Antasari, karena tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tentunya akibat dari hal tersebut adalah perjanjian batal demi hukum.

b. Membayar Ganti Rugi
Kerugian dalam perbuatan melawan hukum ditegaskan pada pasal 1365 KUHPerdata dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi atas perbuatannya. Tuntutan mengenai ganti rugi atas perbuatan melawan hukum belum diatur secara jelas namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Pengaturan selanjutnya tentang ganti rugi perbuatan melawan hukum dapat dilihat pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya “Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum hanya sebagai scade (rugi) saja.
Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril) seperti yang dijelaskan dalam buku Prof Rosa Agustina.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat menimbulkan kerugian pada para penggugat berupa kerugian materil seperti biaya yang dikeluarkan penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini ataupun kerugian immaterial seperti waktu yang digunakan untuk menyelesaikan perkara ini. Serta rasa cemas dan tidak tentram yang dialami penggugat. Adapun bentuk ganti rugi yang dapat diminta yaitu: Penggugat dapat meminta ganti rugi materil berupa sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada para tergugat. Dalam kasus ini tergugat dapat meminta ganti rugi untuk tergugat 1 sebesar Rp. 162.912.497.- rupiah dan untuk tergugat 2 sebesar Rp. 215.815.621.- rupiah. Tergugat juga telah membuktikan dalam persidangan berupa bukti setoran ke rekening Bank BCA milik tergugat. Hal tersebut telah memenuhi syarat yang dijelaskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor :  556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak. Jadi dengan telah dibuktikannya kerugian materill yang diderita penggugat penulis setuju dengan putusan hakim yang mengabulkan ganti rugi materil terhadap penggugat.
Kerugian immaterill Perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian seperti yang dialami oleh penggugat yaitu telah terganggunya para penggugat baik dalam segi telah terbuangnya waktu , biaya maupun pemikiran serta rasa cemas dan tidak tentram untuk pengurusan perkara ini. Dalam kasus ini tergugat meminta ganti rugi immaterill sebesar Rp. 2.000.000.000,- rupiah tidak dikabulkan oleh hakim dan penulis setuju dengan keputusan tersebut karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Selain itu menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan. Dalam kasus ini tergugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dan penggugat secara riil tidak dapat membuktikan kerugian yang di derita.

Dalam rangka melindungi tergugat supaya tidak sewenang-wenang dalam meminta ganti rugi maka undang-undang telah  mengatur batasan tersebut dalam pasal 1247 dan 1248 KUHPerdata yang menentukan tergugat hanya wajib untuk membayar yang memenuhi dua unsur yaitu:

1) Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat kecuali jika ada kesengajaan. Dapat diduga bukan hanya dalam hal terjadinya kerugian, akan tetapi besarnya kerugian harus dapat diduga.

2) Kerugian yang diderita merupakan akibat langsung dan serta merta dari ingkar janji sehingga harus berhubungan. Dalam menentukan  besaran kerugian harus diteliti terlebih dahulu supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam kasus ini hakim hanya mengabulkan tuntutan kerugian materil yang di derita oleh penggugat sedangkan tuntutan ganti rugi imateril tidak dikabulkan karena jumlah kerugian yang diminta sebesar 2% (dua persen) adalah suatu perhitungan tanpa dasar yang jelas dan sah.
PENUTUP

Simpulan

1. Putusan hakim yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan informasi terhentinya pembangunan Apartemen 45 Antasari sudah tepat kerena menurut penulis menurut putusan hoge raad tergugat masuk dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri karena tergugat sebagai penjual telah melanggar kewajibannya dan melanggar hak para tergugat yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b. Kewajiban tersebut adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi apartemen dan hak yang dilanggar adalah tidak memberikan informasi terhentinya pembangunan apartemen kepada para penggugat.

2. Akibat hukum bagi para pihak yang pertama yaitu telah berakhir dan sudah tidak berlaku kontrak  atau surat pemesanan unit Apartemen 45 Antasari  yang kedua tergugat diwajibkan mengganti kerugian dengan mengembalikan uang yang telah dibayar penggugat I sebesar Rp.162.912.497.-  (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan kepada penggugat II sebesar Rp.215.815.621.- (dua ratus lima belas juta delapan ratus lima belas ribu enam ratusdua puluh satu rupiah)
SARAN

1. Sebaiknya hakim dalam memutus perkara harus lebih banyak mengacu pada empat sumber hukum formal yaitu undang-undang, yurisprudensi, hukum adat, dan doktrin  agar jika ada penulis atau peniliti yang ingin mengkaji putusan tersebut dapat memiliki wawasan yang lebih luas dan jelas. karena dalam putusan ini hakim hanya mengacu pada undang-undang saja
2. Penjual seharusnya memberikan informasi terkait proses terhentinya pembangunan Apartemen 45 Antasari kepada para penggugat selaku pembeli. Walaupun hak atas tanah belum beralih ke pembeli namun seharusnya penjual beritikat baik (good faith) memberikan informasi tersebut ke pembeli karena telah membayar angsuran Apartemen 45 Antasari. Dan juga hak dari pembeli untuk mendapatkan informasi atas barang yang dibelinya.
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